
MENTERIDALAMNEGERI

REPUBLIKINDONESIA

PERATURANMENTERIDALAMNEGERIREPUBLIKINDONESIA

NOMOR65TAHUN2017

TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANMENTERIDALAMNEGERI

NOMOR112TAHUN2014TENTANG

PEMILIHANKEPALADESA

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA,

MENTERIDALAMNEGERIREPUBLIKINDONESIA,

Menimbang :a. bahwauntukmelaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi

dalam perkaraNomor128/PUU-XIII/2015,ketentuanPasal33

hurufgUndang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa

dinyatakanbertentangandenganUndang-UndangDasarNegara

RepublikIndonesiaTahun1945dantidakmempunyaikekuatan

hukum mengikat sehingga berimplikasi hukum dalam

penyelenggaraanpemilihankepalaDesa;

b. bahwauntukmenyesuaikandinamikaperkembanganperaturan

perundang-undangandankebutuhandalam penyelenggaraan

PemerintahanDesamakaPeraturanMenteriDalam Negeri

Nomor112Tahun2014tentangPemilihanKepalaDesaperlu

diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalamhurufadanhurufb,perlumenetapkanPeraturanMenteri

DalamNegeritentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalam

NegeriNomor112tentangPemilihanKepalaDesa;

Mengingat :1. Undang-UndangNomor1Tahun1946tentangPeraturanHukum
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Pidana;

2. Undang-UndangNomor39Tahun2008tentangKementerian

Negara(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2008

Nomor166,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia

Nomor4916);

3. Undang-UndangNomor6Tahun2014tentangDesa(Lembaran

NegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor7,Tambahan

LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5495);

4. PeraturanPemerintahNomor43Tahun2014tentangPeraturan

PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentang

Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014Nomor

123,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5539)sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintah

Nomor47Tahun2015tentangPerubahanatasPeraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2014tentang

Desa(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor

157,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor

5717);

5. Peraturan MenteriDalam NegeriNomor112 Tahun 2014

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

IndonesiaTahun2014Nomor2092);

6. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor44Tahun2016tentang

KewenanganDesa(BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun

2016Nomor1037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :PERATURAN MENTERIDALAM NEGERITENTANG PERUBAHAN

ATASPERATURANMENTERIDALAM NEGERINOMOR112TAHUN

2014TENTANGPEMILIHANKEPALADESA.

PasalI

Beberapaketentuandalam PeraturanMenteriDalam NegeriNomor

112Tahun2014tentangPemilihanKepalaDesa(BeritaNegara

RepublikIndonesiaTahun2014Nomor2092)diubahsebagaiberikut:
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1.Ketentuanayat(3)Pasal4diubah,sehinggaberbunyisebagai

berikut:

Pasal4

(1)PemilihankepalaDesasecarabergelombangsebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan

mempertimbangkan:

a.pengelompokanwaktuberakhirnyamasajabatankepala

Desadiwilayahkabupaten/kota;

b.kemampuankeuangandaerah;dan/atau

c.ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan

Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memenuhi

persyaratansebagaipenjabatkepalaDesa.

(2)PemilihankepalaDesasecarabergelombangsebagaimana

dimaksudpadaayat(1)dilaksanakanpalingbanyak3(tiga)

kalidalamjangkawaktu6(enam)tahun.

(3)Ketentuanlebihlanjutmengenaiintervalwaktupemilihan

kepalaDesasecarabergelombangsebagaimanadimaksud

padaayat(2)diaturdenganPeraturanBupati/WaliKota.

2.KetentuanPasal5diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal5

(1)Bupati/wali kota membentuk panitia pemilihan di

kabupaten/kota yang ditetapkan dengan keputusan

bupati/walikota.

(2)Tugas panitia pemilihan dikabupaten/kota sebagaimana

dimaksudpadaayat(1)meliputi:

a.merencanakan, mengkoordinasikan dan

menyelenggarakansemuatahapanpelaksanaanpemilihan

tingkatkabupaten/kota;

b.melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan

kepala Desa terhadap panitia pemilihan kepala Desa

tingkatDesa;

c.menetapkanjumlahsuratsuaradankotaksuara;

d.memfasilitasipencetakansuratsuaradanpembuatan
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kotaksuarasertaperlengkapanpemilihanlainnya;

e.menyampaikan surat suara dan kotak suara dan

perlengkapanpemilihanlainnyakepadapanitiapemilihan;

f.memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan

kepalaDesatingkatkabupaten/kota;

g.melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan

kepalaDesadanmelaporkansertamembuatrekomendasi

kepadabupati/walikota;dan

h.melakukanevaluasidanpelaporanpelaksanaanpemilihan.

(3)Tugaspanitiapemilihansebagaimanadimaksudpadaayat(2)

hurufc,hurufddanhurufepelaksanaanyadapatditugaskan

kepadaDesayangdiaturdenganPeraturanBupati/WaliKota.

3.KetentuanhurufgPasal21dihapus,sehinggaPasal21berbunyi

sebagaiberikut:

Pasal21

CalonkepalaDesawajibmemenuhipersyaratan:

a.warganegaraRepublikIndonesia;

b.bertakwakepadaTuhanYangMahaEsa;

c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,

melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan

memeliharakeutuhanNegaraKesatuanRepublikIndonesia

danBhinnekaTunggalIka;

d.berpendidikan paling rendah tamatsekolah menengah

pertamaatausederajat;

e.berusiapalingrendah25(duapuluhlima)tahunpadasaat

mendaftar;

f.bersediadicalonkanmenjadikepalaDesa;

g.dihapus;

h.tidaksedangmenjalanihukumanpidanapenjara;

i. tidakpernahdijatuhipidanapenjaraberdasarkanputusan

pengadilanyangtelahmempunyaikekuatanhukum tetap

karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan

pidanapenjarapalingsingkat5(lima)tahun ataulebih,

kecuali5 (lima)tahunsetelahselesaimenjalanipidana
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penjaradanmengumumkansecarajujurdanterbukakepada

publikbahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta

bukansebagaipelakukejahatanberulang-ulang;

j. tidaksedangdicabuthakpilihnyasesuaidenganputusan

pengadilanyangtelahmempunyaikekuatanhukumtetap;

k.berbadansehat;

l. tidakpernahsebagaikepalaDesaselama3(tiga)kalimasa

jabatan;dan

m.syaratlainyangdiaturdalamperaturanDaerah.

4.KetentuanPasal42diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal42

(1)CalonkepalaDesayangmemperolehsuaraterbanyakdari

jumlahsuarasahditetapkansebagaicalonkepalaDesa

terpilih.

(2)Dalam halcalon kepala Desa yang memperoleh suara

terbanyaklebihdari1(satu)orang,calonterpilihditetapkan

berdasarkanwilayahperolehansuarasahyanglebihluas.

(3)Pelaksanaan perolehan suara sah yang lebih luas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

peraturanbupati/walikota.

5.DiantaraBABIVdanBABVdisisipkan1(satu)BAByaituBABIVA

dan5PasalbaruyaituPasal47A,Pasal47B,Pasal47C,Pasal

47D,danPasal47Eyangberbunyisebagaiberikut:

BABIVA

PEMILIHANKEPALADESAANTARWAKTUMELALUIMUSYAWARAH

DESA

Pasal47A

(1)KepalaDesayangberhentidan/ataudiberhentikandengan

sisamasajabatanlebihdarisatutahun,bupati/walikota

mengangkatPNSdaripemerintahdaerahkabupaten/kota
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sebagaipenjabatkepalaDesasampaidenganditetapkan

kepalaDesaantarwaktuhasilmusyawarahDesa.

(2)MusyawarahDesasebagaimanadimaksudpadaayat(1)

dilaksanakanpalinglama6(enam)bulansejakkepalaDesa

diberhentikan.

(3)Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui

musyawarahDesaterhitungsejaktanggalpelantikansampai

dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang

diberhentikan.

Pasal47B

(1)BPDmembentukpanitiapemilihankepalaDesaantarwaktu.

(2)PembentukanpanitiapemilihankepalaDesaantarwaktu

sebagaimanadimaksudpadaayat(1)ditetapkandengan

keputusanpimpinanBPD.

(3)Panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu terdiriatas

perangkatDesadanunsurmasyarakat.

(4)PanitiapemilihankepalaDesaantarwaktusebagaimana

dimaksudayat(3),jumlahnyadisesuaikandenganbeban

tugasdankemampuananggaranpendapatanbelanjaDesa.

(5)PanitiapemilihankepalaDesaantarwaktusebagaimana

dimaksudayat(4)bertanggungjawabkepadapimpinanBPD.

Pasal47C

(1)Panitiapemilihansebagaimanadimaksuddalam Pasal47B

ayat(3)melakukanpenjaringandanpenyaringanbakalcalon

kepalaDesaantarwaktu.

(2)PenyaringanbakalcalonkepalaDesamenjadicalonkepala

Desaditetapkanpalingsedikit2(dua)orangcalondanpaling

banyak3(tiga)orangcalon.

(3)Dalamhaljumlahcalonsebagaimanadimaksudpadaayat(2)

yangmemenuhipersyaratanlebihdari3(tiga)orang,panitia

melakukanseleksitambahan.

(4)Seleksitambahansebagaimanadimaksudpadaayat(3)

terdiriatas:

a.memilikipengalamanmengenaipemerintahanDesa;
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b.tingkatpendidikan;dan/atau

c.persyaratanlainyangditetapkanbupati/walikota.

(4)Dalam halcalonyangmemenuhipersyaratankurangdari2

(dua) orang,panitia pemilihan memperpanjang waktu

pendaftaranselama7(tujuh)hari.

(5)Dalam halcalonyangmemenuhipersyaratantetapkurang

dari2(dua)orangsetelahperpanjanganwaktusebagaimana

dimaksud pada ayat (4),BPD menunda pelaksanaan

musyawarahDesapemilihankepalaDesasampaidengan

waktuyangditetapkanolehBPD.

Pasal47D

(1)PemilihankepalaDesaantarwaktudilaksanakanmelalui

tahapan:

a.persiapan;

b.pelaksanaan;dan

c.pelaporan.

(2)Tahapanpersiapansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

meliputi:

a.pembentukanpanitiapemilihankepalaDesaantarwaktu

olehBPDpalinglamadalamjangkawaktu15(limabelas)

hariterhitungsejakkepalaDesadiberhentikan;

b.pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran

PendapatandanBelanjaDesaolehpanitiapemilihan

kepadapenjabatkepalaDesapalinglamadalam jangka

waktu 30 (tiga puluh)hariterhitung sejak panitia

terbentuk;

c.pemberianpersetujuanbiayapemilihanolehpenjabat

kepalaDesapalinglamadalam jangkawaktu30(tiga

puluh)hariterhitungsejakdiajukanolehpanitiapemilihan;

d.pengumumandanpendaftaranbakalcalonkepalaDesa

olehpanitiapemilihandalamjangkawaktu15(limabelas)

Hari;

e.penelitiankelengkapanpersyaratanadministrasibakal

calonolehpanitiapemilihandalamjangkawaktu7(tujuh)

hari;dan
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f.penetapancalonkepalaDesaantarwaktuolehpanitia

pemilihanpalingsedikit2(dua)orangcalondanpaling

banyak3(tiga)orangcalonyangdimintakanpengesahan

musyawarahDesauntukditetapkansebagaicalonyang

berhakdipilihdalammusyawarahDesa.

(3)Tahapanpelaksanaansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufbmeliputi:

a.penyelenggaraanmusyawarahDesadipimpinolehKetua

BPD yangteknispelaksanaanpemilihannyadilakukan

olehpanitiapemilihan;

b.pengesahancalonkepalaDesayangberhakdipiliholeh

musyawarahDesamelaluimusyawarahmufakatatau

melaluipemungutansuara;

c.pelaksanaanpemilihancalonkepalaDesaolehpanitia

pemilihan dan peserta musyawarah Desa melalui

mekanisme musyawarah mufakat atau melalui

pemungutan suara yang telah disepakati oleh

musyawarahDesa;

d.pelaporanhasilpemilihancalonkepalaDesaolehpanitia

pemilihankepadamusyawarahDesa;dan

e.pengesahancalonterpiliholehmusyawarahDesa.

(4)PesertamusyawarahDesasebagaimanadimaksudpadaayat

(3)hurufcmelibatkanunsurmasyarakat.

(5)Unsurmasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(4)

berasaldari:

a.tokohadat;

b.tokohagama;

c.tokohmasyarakat;

d.tokohpendidikan;

e.perwakilankelompoktani;

f.perwakilankelompoknelayan;

g.perwakilankelompokperajin;

h.perwakilankelompokperempuan;

i. perwakilankelompokpemerhatidanperlindungananak;

j. perwakilankelompokmasyarakatmiskin;atau

k.unsurmasyarakatlain sesuaidengan kondisisosial
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budayamasyarakatsetempat.

(6)Unsurmasyarakatsebagaimanadimaksudpadaayat(4)huruf

kdiwakilipalingbanyak5(lima)orangdarisetiapdusunatau

sebutanlain.

(7)JumlahpesertamusyawarahDesasebagaimanadimaksud

padaayat(4)danayat(5)dibahasdandisepakatibersama

BPD danpemerintahDesadenganmemperhatikanjumlah

pendudukyangmempunyaihakpilihdiDesayangditetapkan

dengankeputusanBPD.

(8)Tahapanpelaporansebagaimanadimaksudpadaayat(1)

hurufcmeliputi:

a.pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui

musyawarahDesakepadaBPDdalam jangkawaktu7

(tujuh)harisetelah musyawarah Desa mengesahkan

calonkepalaDesaterpilih;

b.pelaporancalonkepalaDesaterpilihhasilmusyawarah

DesaolehketuaBPD kepadabupati/walikotapaling

lambat7(tujuh)harisetelahmenerimalaporandari

panitiapemilihan;

c.penerbitan keputusan bupati/wali kota tentang

pengesahanpengangkatancalonkepalaDesaterpilih

palinglambat30(tigapuluh)harisejakditerimanya

laporandariBPD;dan

d.pelantikankepalaDesaolehbupati/walikotapalinglama

30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan

pengesahanpengangkatancalonkepalaDesaterpilih

denganurutanacarapelantikansesuaidenganketentuan

peraturanperundang-undangan.

(9)TahapanpelaksanaanpemilihankepalaDesaantarwaktu

sebagaimanadimaksudpadaayat(2),ayat(3),danayat(4)

dapatdipersingkatdenganmempertimbangkanefisiensidan

efektifitasyangpelaksanaannyaditetapkandalam Peraturan

Bupati/WaliKota.

Pasal47E
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(1)BPDmenyampaikanlaporancalonkepalaDesaterpilihhasil

musyawarahDesakepadabupati/walikota.

(2)Bupati/walikotamengesahkancalonkepalaDesaterpilih

sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dengan keputusan

bupati/walikota.

(3)Bupati/walikotawajibmelantikcalonkepalaDesaterpilih

sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

6.KetentuanPasal48diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal48

(1)BiayapemilihankepalaDesadantugaspanitiapemilihan

kabupaten/kota yang pelaksanaannya ditugaskan kepada

DesadibebankanpadaAPBD.

(2)PemilihankepalaDesaantarwaktumelaluimusyawarah

DesadibebankanpadaAPBDesa.

7.KetentuanPasal49diubah,sehinggaberbunyisebagaiberikut:

Pasal49

Ketentuanlebihlanjutmengenaipelaksanaanpemilihankepala

DesaserentakdanantarwaktudiaturdenganPeraturanDaerah

Kabupaten/Kota.

PasalII

PeraturanMenteriinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan.
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Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkanpengundangan

PeraturanMenteriinidenganpenempatannyadalam BeritaNegara

RepublikIndonesia.

DitetapkandiJakarta

padatanggal2Agustus2017

MENTERIDALAMNEGERI

REPUBLIKINDONESIA,

ttd

TJAHJOKUMOLO

DiundangkandiJakarta

padatanggal

DIREKTURJENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIANHUKUMDANHAKASASIMANUSIA

REPUBLIKINDONESIA,

WIDODOEKATJAHJANA

BERITANEGARAREPUBLIKINDONESIATAHUN NOMOR


